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ABSTRAK

Hasnah Hamid, E21105224, 2007, Skripsi : Sistem Pelaporan
Administrasi Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaporan
administrasi  keuangan dan faktor-fakior yang menghambat
pelaksanaan sistem pelaporan administrasi keuangan di Sekretariat
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada tipe
penelitian deskriptif, dengan unit analisis data individu pegawal yang
melibatkan sampel penelitian 75 orang yang ditetapkan secara sampel
fenuh.  Instrumen penelitan yang digunakan adalah observasi,
interview, serta kuesioner, sedangkan teknis analisis data dilakukan
secara kualitalif dan kuaniitatif melalui teknik persentase tabel
frekuensi,

Hasil peneliian diketahui bahwa sistem pelaporan administrasi
keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih
kurang efektif yang dilihat dari indikator bukti-bukti pengeluaran belum
dilaksanakan dengan baik, dan pengklasifikasian atas bukti-bukt|
pengeluaran, serta pencatatan lerhadap bukti-bukt keuangan, dan
pertanggungjawaban belum seluruhnya dilaksanakan dengan baik dan
sesual prosedur di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Agar dapat mendukung tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan, maka bukti-bukti pengeluaran dan pengklasifikasian
atas bukti-bukti pengeluaran, serta pencatatan terhadap bukti-bukti
keuangan, dan pertanggungjawaban diharapkan dapat lebih
dioptimalkan.

Sistem pelaporan administrasi keuangan di Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan berupa bukti-bukti pengeluaran dan
pengklasifikasian atas bukbi-bukti pengeluaran, serta pencalatan
terhadap bukti-bukti keuangan, dan pertanggungjawaban belum efektif
dan efesien disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang belum
memiliki kemampuan yang baik sebagaimana yang diharapkan dan
faktor sarana dan prasarana masih kurang mendukung.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan nasional yang sedang berjalan tidak saja
memeriukan pengetahuan dan keahlian dibidang ekonomi dan sosial,
tetapi juga kemampuan administrasi yang profesional. Karena
bagaimanapun idealnya suatu kebijaksanaan, jika tidak didukung oleh
kemampuan dan pengetahuan aparat dalam melaksanakan tugas, maka
kebljaksanaan tersebut cenderung mengalami kegagalan.

Kelancaran pelaksanaan tugas tergantung dari kesempumnaan
aparatur. Dengan demikian diperlukan sosok aparatur yang mempunyai
produktivitas kerja yang tinggi dan penuh ketaatan serta kesetiaan
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pancasita.

Karena pada dasarnya setiap organisasi mempunyai suaty tujuan,
untuk mewujudkan tujuan tersebut ada beberapa hal penting yang periu
diperhatikan salah satunya adatah adanya sumber daya manusia yang
berkualitas. Masalah sumber daya manusia tidak akan terlepas dari suaty
manajemen yang baik dan tepat. Untuk itu setiap organisasi menciptakan
suatu manajemen yang tepat untuk mengatur sumber daya baik materi|

maupun manusia secara efektif dan efesien agar tujuan organisasi yang



telah ditetapkan dapat terwujud sesual dengan yang telah ditetapkan.
Suatu organisasi dapat maju dan mundur sangat dipegaruhi oleh kualitas
dan prilaku serta peranan sumber daya manusia (pegawai) yang ada
didalamnya.

Segala tindakan dan keputusan yang dibuat dalam suatu
organisasifimstansi, semata-mata dimaksudkan unluk mencapai tujuan
organisasi secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan pegawai yang
handal dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ke arah
pencapaian tujuan organisasi, sehingga organisasii yang bersangkutan
akan bertahan dan menjadi pemimpin bagi organisasi-organisasi Ia.Inn'l.rn-
Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan perencanaan dan pengelolaan
sumber daya manusia yang lebih terarah dan fleksibel, sehingga sumber
daya manusia organisasi memiiiki kompetensi yang tinggi dan
professional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Seperti halnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan lebih memberikan
perhatian yang serus dan menyikapi secara proporsional faktor-faktor
internal organisasi sebagai faktor pendukung yang sangat menentukan
keberhasilan para Anggota Dewan untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan pekerjaan dalam artian

dapat dilakukuan secara tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.



Sehubungan dengan gambaran tersebut di atas, maka Sekretariat
Newnn Parwnkilan Rakyal Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai suatu instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas pokok dan fungsi DPRD. Dengan demikian secara konseptual,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi
Selatan  seyogyanya  melaksanakan tugas tersebul  dengan
menyelenggarakan berbagai fungsi antara lain penyusunan rencana dan
pelaksanaan program, penyaluran keuangan dan administrasi untuk
mendukung kebutuhan-kebutuhan anggota dewan dalam menjalankan
altivitasnya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi keuangan dan administrasi
mempunyal kepentingan terhadap perkembangan organisasi, sehingga
perlu  untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi tersebut.
Sedangkan kondisi kevangan dapat diketahul dari laporan keuangan
yang dibuat secara periodik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
berlaku.

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu organisasi hanya
sebagal alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, namun
selanjutnya laporan keuangan lidak hanya sebagai alat penguji saja,

tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi



keuangan organisasi, di mana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak
yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan.

Laporan keuangan pada dasamya adalah hasil dari proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagal alat untuk berkomunikasi antara
dala keuangan atau aktivitas suatu organisasi dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data atau aktivitas organisasi.

Sehubungan dengan periunya laporan administrasi keuangan
dalam suatu organisasi atay instansi, maka pembuatan laporan tersebut
seyonyagnya dilakuka secara efeltil. efisien dan rasional berdasarkan
aluran-aturan yang telah ditetapkan dengan pendekatan manajemen
yang baik,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sulawesi Selatan dalam proses pembuatan dan penyelesaian laporan
administrasi keuangan terihat adanya kecenderungan keterlambatan
atau dengan kata lain penyelesaian laporan administrasi keuangan sering
tidak tepat waklu sesual dengan target yang ditetapkan oleh pihak
manajemen, yaitu pembuatan laporan seyogyanya selesal atau rampung
Hap tanggal sepuluh pada bulan berjalan. Dengan demikian
keterlambatan penyelesaian pembuatan laporan administrasi keuangan,
maka secara implisit mempengaruhi aktivitas, efisiensi dan rasionalitas
kerja seksi atau unit lain, sehingga terkesan bahwa tata kerja Iﬁjrang

mencerminkan suatu kerangka vang holistilk, Sehubungan denga‘ﬁ




periunya laporan keuangan dalam suatu organisasi atau instansi, maka
pembuatan laporan tersebut seyogyanya dilakukan secara efeldif, efisien
dan rasional berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan
pendekatan manajemen yang baik. Seperti dalam hal pembuatan
Dokumen dasar, Prinlog, Inang, berita acara penerimaan seperti nota dari
bank, SPP, Cheque, Giro Bilyet, SPS dan Bukti Setor. Keterlambatan unit
kerja dalam sistemn pembuatan dokumen dasar menyebabkan aparat di
Baglan Keuangan tidak dapatl menjalankan sistem pelaporan keuangan
selanjulnya, sehingga mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan
di unti kerja lain.

Adanya kesenjangan antara seharusnya dengan kenyataan yang
ada diperkirakan disebabkan karena beberapa faktor pokok, vaitu
kemampuan aparat pelaksana yang masih kurang, disabahl&an
pendidikan, keterampilan, pengalaman serta disiplin kerja yang masih
rendah,

Disamping ftu sarana dan prasarana penunjang dalam pembuatan
laporan yang belum mendukung khususnya peralatan dan perlengkapan
kantor yang adakalanya tidak tersedia di tempat pada saat dibutuhkan
atau sementara terpakai, seperti peralatan hitung, komputer dan lain
sehapainya.

Kendala di atas menyebabkan sistem pelaporan keuangan yang

diaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi




Sulawesi Selatan masih kurang mampu mewujudkan suatu proses
pengelolaan yang baik dalam hal bukti-bukdi, klasifikasi, pencatatan
maupun pertanggungjawaban.

Proses pencatatan yang masih kurang baik terlinat dari seringnya
terfadi kekeliruan dalam pencalatan terhadap pengeluaran maupun
penggunaan dana operasional sehingga besamya jumliah dana yang
sebenarnya tidak dapat diketahui dengan jelas.

Selain itu, penggolongan dana yang kurang jelas menyebabkan
ada pos-pos pengeluaran seharusnya dicatat dalam jenis biaya
perjalanan dinas diklasifikasikan dalam biaya kantor. Terjadinya
kekelirvan penggolongan dana di atas menyebabkan dalam pelaksanaan
perfanggungjiawaban menjadi tidak sesual dan dikembalikan untuk
direvisi.

Faltor-faktor penggolongan, pencalatan, dan klasifikasi terhadap
pengelolaan anggaran menyebabkan keterlambatan
pertanggungjawaban anggaran dan tidak sesual dengan waktu vang
sudah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam
penelfitian ini Penulis memilih judul  “Sistem Pelaporan Administrasi
Keuangan DI Sekretariat Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sulawes! Selatan™.




B. Rumusan Masalah
Sehubungan dengan uraian pada latar belakang masalah di atas,
maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu * Faktor-
faktor apa yang menghambal pelaksanaan sistem pelaporan
administrasi keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan 7"
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem
pelaporan administrasi keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provins| Sulawesi Selatan,
2, Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
- hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi perkembangan iimu pengetahuan dan sebagai bahan
perbandingan, khususnya untuk mengetahui pelaporan
administrasi keuangan sebagai sumber dan penggunaan dana
di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.
- Sebagal referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian

tentang sistem pelaporan administrasi keuangan,




b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya menjadi bahan
pertimbangan dalam penyusunan laporan administrasi
keuangan dengan menganalisis sumber dan penggunaan
dana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sulawesi Selatan.

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya
dan dapal memperdalam dan mengkaji sistem pelaporan

administrasi keuangan.




BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teorl
1. Pengertian Sistem

Berbagai pakar manajemen yang mengemukakan defenisi
sistem menitik beratkan pengertian pada wujud benda (entitas) dan
menunjuk pada metode. Hal ini terlihat dari defenisi yang
dikemukakan CF. JH.R. Van de POEL (dalam Winardi, 2000:125)
sebagai berikut @ "Sistem adalah sekumpulan elemen diantara mana
terdapat adanya hubungan-hubungan®,

Defenisi sistem sederhana lainnya dikemukakan oleh Johnson
et, all yang dikutip oleh  Amirin (1996 110) sebagai berikut

“Suatu  sistem adalah svaty kebulaten/keseluruban yang

kopleks atau terorganisir. Suatu himpunan atau perpaduan hal-

hal  atay  baglan-bagian  yang  membentuk  suaty

kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh™

Defenisi yang lebih lengkap dan menunjuk kepada tujuan
sistem dikemukakan oleh Campbell (dalam Amirin, 1979 - 4) sebagai
berikut - "Sistem jtu merupakan himpunan atau bagian yang saling
berkaltan yang besama-sama berfungsi untuk mencapal suatu

tujuan®,
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Defenisi lain  yang menunjuk adanya tujuan  sistem
dikemukakan oleh Sutarto (1998 : 335) yang menjelaskan sebagal
berikut ' "Sistem adalah keterpaduan berbagai faktor yang salfing
berhubungan dan saling tergantung yang lerkail oleh asas-asas
tertentu dalam rangka pencapaian tujuan®.

Lebih jelas mengenai pengertian Sistem menurut Elias M.
Awad (dalam Amirin, 1879:4) mengemukakan sebagal berikut °
“Sistem merupakan sehimpunan komponen atau sub sistem yang
terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai
sesuatu tujuan tertentu”,

Membandingkan beberapa defenisi yang telah dikutip tersebut
di atas terlihat adanya beberapa unsur pokok di dalam pengertian
sistem, vyaitu ;

1. Himpunan/bagian-bagian

2. Bagian tersebut saling berkaitan satu sama lain

3. Masing-masing bagian bekerja sama secara mandiri dan bersama-
sama satu sama fain safing mendukung

4. Semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan
sistem

5. Terjadi di dalam lingkungan yang atau kompleks.

Walaupun defenisi yang telah dikemukakan telah mewakili

pengertian sistem secara umum, namun terlihat masih terdapat
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kekurangan-kekurangannya karena belum menunjuk dan menjelaskan
secara rinci mengenai bagian, unsur ataupun kemponen sistem
tersebul dalam bentuk apa.

Menurut Hasibuan (1996 : 16) bahwa: “Sistem sebagal : suatu
rangkaian tata kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan yang
t:aratur dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan®.

Didi Admadilaga yang dikutip oleh Hasibuan (1995 - 16)
mengemukakan pengertian sistem sebagai berikut :

“Sistemn adalah suatu proses yang terdiri dari berbagal unsur
atay komponen yang salu sama laln berkadsn secars
struktural dan fungsionsl saling menunjang dan mefgisi
sesual dengan peranan dan keduduksn Imasing-masing,
namun keseluruhannys secara mutiak didukung oleh seliap
komponen, betapapun kecil nifainya”™,

Defenisi lain dikemukakan oleh Koontz dan O'Donnell
(1976:14) yang dikutip oleh Amirin sebagai berikut © "Sistem
merupakan sehimpunan fakta, prinsip, doktrin dan sebagainya
yang lengkap (komprehensif) dan teratur, di dalam bidang
pengetahuan atau pemekiran terfentu”.

Jadi sistem adalah merupakan sehimpunan fakta, prinsip,
doktrin dan sebagainya yang lengkap sehingga menunjuk unsur
fisik secara jelas. Dengan demikian, suatu sistem dapat
merupakan sehimpunan unsur, semisal manusia, benda-benda

dan konsep yang saling bertautan satu sama lain untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.
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Unluk memperjeias pengertian sistem tersebul ada
beberapa contoh dikemukakan oleh Murdick dan Ress yang
dikutip cleh  Amirin {1996 :13) sebagai berikut :

1. Sistem pabrk. Sekelompok orang mesin dan fasilitas
(sehimpunan unsur) melakukan kegitan atau bekera untuk
menghasikan jumfah dan jenis produk tertentu (mencapai
tujuan bersama) dengan mendayagunakan atau mengolah atau
memberlakukan persyaratan produk, jadwal, bahan mentah,
dan daya listrik yang diubah menjadi daya mekanik (mengolah
data, bahan, dan energi) guna menghasilkan karya (produk)
dan informasi yang telah direncanakan atau ditetapkan pada
saal para langganan memerlukannya (menghasilkan barang
pada saat yang telah ditetapakn).

2. Sistem Informasi Manajemen. Sekumpulan orang, seperangkat
pedoman dan alat perlengkapan pengolah data (sekumpulan
unsur) memilih, Menyimpan, mengolah, dan memanggil
kembali data (mengolah data dan bahan) untuk mengurangi
ketidakpastian di dalam perbuatan keputusan (mencapai tujuan
bersama) dengan menghasilkan atau memberikan informasi
bagi/kepada pimpinan (manajer) pada saat menajer tersebut
bisa mempergunakannya seefisien mungkin

(menghasilkan/memberikan informasi pada saat dibutuhkan)).
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3. Sistem organisasi usaha. Sekumpulan orang (sehimpunan unsur)
mencan dan mengolah sumber-sumber material dan informasi
(membuat kegiatan) untuk mencapai berbagal macam tujuan
bersama, termasuk keuntungan ekonomi bagi peruﬁahaan
(mencapai  tujuan bersama) dengan menyelenggarakan
pembelanjaan atau penganggaran, perancangan, memproduksi,
dan pemasaran ( mengolah. mendayaguniakan data, energl, dan
bahan-bahan ) guna menghasilkan produk akhir dan berhasil
memasarkannya sebanyak jumlah minimum tertentu pertahunnya
{menghasilkan barang pada saat tertentu),

Jika diperhatikan pengerian  sistem yang sudah
dikemukakan di atas, terlihat adanya beberapa unsur yang selalu
muncul dan ada kadang-kadang saja munculnya, yaitu:

a. Sehimpunan unsur

b. Tujuan sistem

¢. Wujud hasil kegiatan atau proses sistem tersebut dalam
kurung waktu tertentu.

d. Pengolahan data dan/atau energi dan/atau bahan.

Sedangkan unsur yang muncul tidak dalam semua contoh
di atas adalah membuat kegiatan atau menyusun prosedur atau

skema melakukan kegiatan, antara melakukan kegiatan dengan
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mengolah data/energi/bahan memang s=angat berdekatan,
sehingga wajar dalam keadan tertentu tidak termunculkan.
Pengertian sistem yang telah dikemukakan di atas erat
Kaitannya dengan sistem pengolahan administrasi pelaporan
keuangan karena sistem pelaporan administrasi keuangan adalah
merupakan proses dari svalu kesaluan utuh dalam organisasi
yvang secara bersama-bersama bekerfa untuk mewujudkan
efektivitas orgamsasl yang secara bersama-sama bekerja untuk

mewujudkan efekiivitas organisasi.

2. Konsep Laporan keuangan

Untuk rnangambangkgn suatu kegiatan usaha sangat
dibutuhkan laporan keuangan, karena dengan laporan kevangan akan
dapal lergambar dengan jelas mengenai kondisi keuangan.
Khususnya mengenai pengeluaran dan pendapatan yang
diperolehnya. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca,
laporan perhitungan rugi laba serta laporan keuangan lainnya sesuai
dengan bentuk dan kebutuhan perusahaan.

Melalui laporan keuangan akan data dinilai kemampuan suatu
instansi atau perusahaan untuk memenuhi kewajlban ‘jangka
pendeknya, struktur modal, distribusi daripada aktivanya, pedapatan
yang telah dicapal, beban tetap yang harus dibayar, serta nilai bukan

tiap lembar saham instnasi atau perusahaan yang bersangkutan.
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Dalam  proses pengelolaan  administrasi  keuangan,
pendistribusian dana  dilakukan sesuai dengan keglatan masing-
masing unit kerja dengan menetapakan otoritas penggunaan dan
disetiap tingkatan manajemen secara tegas. Setiap pengeluaran dana
harus jelas pertanggungjawabannya sehingpa dapat dipisahkan
antara profit center, revenue center dan cost center. Mert system
serta reward and punishment juga akan diterapkan. Realisasi biaya
san pendapal harus dapal dibandingkan dengan anggaranya agar
mudah dianalisa Pemakaian mata anggaran harus konsisten agar
memudahkan evaluasi terhadap responsibility center,

Budgeting control terus ditingkatkan untuk menghasilkan
laporan keuangan (neraca, rugi flaba dan arus kas) tepat wakiu dan
memiliki accountability sebagai pertanggungjawaban manajemen
keuangan. Aliran dan (cash inflow dan oulfiow) perluar dialur agar
dapal menyediakan dana cepal untuk memperancar kegiatan
operasional dan memperkecil cost of fund. Dana ideal harus di
tempatkan (portfolio) untuk menambah pendapatan dan mengurangi
resiko rugi. Penempatan dana disuatu usaha harus dikaji secara
bertanggungjawab sehingga memungkinkan. Penagihan piutang (debt
collecting) operasi dan usaha jasa logistik harus dipercepat dan
diintensifkan baik piutang kepada pemerintah maupun swasta untuk

mengurangi beban bunga atas kredit yang dipakai,
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Laporan administrasi keuangan sebenarnya merupakan produk
akhir dari setiap prosesfkegiatan akutansi dalam suatu akuntansi
usaha.

Sebagaimana diketahui bahwa proses akuntansi meliputj
kegiatan-kegiatan
1. Mengumpulkan bukti-bukti transaksi asii
2. Menganalisa bukti-bukti tersebut (verifikasi)

3. Mengklasifikasikan pengaruh transaksi tersebut pada rekening-
rekening yang bersangkutan

4. Mencatat jurnak

5. Meringkas ke dalam buku besar

6. Menyusun dan menganalisa laporan Keuangan

Melalui laporan  keuangan tersebut, pihak-pihak ﬁng
berkepentingan terutama pimpinan perusahaan/organisasi akan dapat
medihat perkembangan organisasi dan selanjutnya dapat menyusun
sualu rencana dan kebijaksanaan yang lebih baik, sehingga
selanjutnya diharapkan hasil keglatan yang dilakukan akan
memberikan manfaat yang lebih besar bagi organisasi. Selain itu,
meialui laporan keuangan, pimpinan juga dapat
mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi haik kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.

Munawir (1995 : 2), mengemukakan bahwa-




“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagal afal untuk
berkomunikasi antara data keuangan afau aktivitas - suatu
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
dala alau aktivitas perusahaan tersebut”

Dalam prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (1974) dikatakan
bahwa “laporan keuangan adalah neraca dan perhitungan rugl laba
serta segaia yang dimuat dalam lampirannya, seperti laporan sumber-
sumber dan penggunaan dana”.

Mardiasmo (1999:14) mengemukakan pengertian laporan
keuangan sebagai ;

"Penyusiunan laporan dilakukan setelah selesainya proses
pencatatan, penggolongan  dan peringkasan  transaksi
keuvangan dalam suaty perinde terfenty. Laporan akuntansi
yang terutama ditujukan kepads pihak eksteren perusahaan
disebut dengan lsporan keuangan. Laporan keusngan yang
umumnya disusun setshun sekali (dikenal dengan nama
laporan tahunan), dapat disajikan dan dikelornpokkan menjadi
dua macarm yalu © 1. laporan keuangan utama dan 2 laporan
keuangan yang mendukung laporan kevangan utama®.

Lebih jelas Mardiasmo (1999:30) mengemukakan pengertian
laporan keuangan sebagai berikut -

“Laporan keuangan  pada dasarnya dimaksudikan untuk

menyajlkan informasi keuangan mengenal suatu perusahaan

yang akan digunakan cleh pihak-pihak yang memeriukannya,
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
ekonomi®.

Dengan demikian laporan adminsitrasi keuangan dimaksudkan
untuk memberikan gambaran tentang laporan kemajuan (progress

report) secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan




demikian laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh.

Sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri atas data-data

yang merupakan hasil dan suatu kombinasi antara ©

a. Fakta yang relah dicatat (recorded fact), laporan keuangan dibuat
atas dasar fakta yang dicatat akuntan, misainya jumiah vang kas,
jumiah piutang, persediaan barang dagangan, dan hutang maupun
aktiva tetap yang dimiliki instansi atau perusahaan

b. Prinsip-prinsip di dalamnya akuntansi, data yang dicatat
didasarkan pada prosedur anggapan tertentu yang merupakan
prinsip akuntansi yang lazim (general acepted acounting
principles), hal ini dilakukan untuk memudahkan pencatan
(ekspediensi) atau untuk keseragaman. Misalnya cara
mengalokasikan biaya untulk persediaan alat tulis menulis.

c. Pendapat pnbadi (personal judgment), walaupun pencatan
teransaksi telah diatur oleh konvensi dasar yang sudah ditetapkan
dan sudah menjadi standar prakiek pembukuan namun
penggunaan dari kenvensi tersebut terpantung pada akuntan yang
bersangkutan.

Laporan keuangan pada sasarannya adalah hasil dari proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi

antara data keuangan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan
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dengan data tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

posisi keuangan antara lain:

a. Pemilik instansi atau perusahaan, dengan laporan keuangan
pemillk dapat meniiai sukses tidaknya manager dalam memimpin
instansi atau perusahaan, dan kesuksesan manager dapat diukur
dari laba yang diperoleh

b. Manager, dengan mengetahui posisi keuangan periode lalu,
manager menyusun rencana yang lebih baik dan memperbaiki
sistem pengawasan

c. Investor, posisi keuangan diperlukan karena untuk mengetahui
prospek keuntungan di masa yang akan datang dan perkembangan
instansi atau perusahaan selanjutnya

d Kreditur dan bankers, posisi keuangan suatu instansi atau
perusahaan perlu untuk diketahui sebelum mengambil keputusan
untuk memberi atau menerima permintaan kredit

e. Pemerintah, memerlukan data tertang posisi keuangan suatu
instansi stau perusahaan untuk dijadikan dasar penentuan
besarnya pajak yang harus di bayar, Data keuangan juga
diperlukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan
Statistik, dan Tenaga Kerja.

Laporan keuangan akan bermanfaat bagi para pemakainya, jika

memenuhi kualitatif sebagai benkut :
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. Laporan keuangan harus relevan, artinya laporan keuangan harus
dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan
penggunaannya

. Laporan keuangan harus dapat dmengerii oleh para pemakainya.
Qleh karena itu, laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk
dan dengan menggunakan istilah-istilah yang disesuaikan dengan
batasan pegertian pemakainya

. Laporan kKeuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji
yang independen dan obyekiil, dengan menggunakan metode
pengukuran sama

. Laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk
memenuhi kebutuhan Informasi pihak tertentu, melainkan harus
diarahkn\an untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi
. Laporan keuangan harus disajikan tepat wakiu, sehingpa
pengambilan keputusan dapal ditetapkan sedini mungkin

. Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan
keuangan perusahaan tersebul pada periode sebelumnya. Dengan
demikian menjadikan laporan-laporan keuangan tersebut (ebih
bermanfaal

~ Laporan keuangan harus lengkap, dalam arti menyajikan informasi

keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh

permakainya.




Dalam penyusunan laporan, ada beberapa faktor yang harus
diperhatikan, yaitu
a. Bukti-Bukt|
Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai
bukti-bukti keuangan. Bukti-bukti keuangan ini dipakal sebagai
dasar untuk mempertimbangkan kegiatan keuangan selanjutnya,
selain itu dipakai sebagal patokan pencatatan agar pengeluaran
maupun pemasukan dapat jelas bentuknya
Badriawan (1979 :41) dalam bukunya “intermediate
Accounting” mengemukakan bahwa : "bukti-bukti keuangan adalah
sejumlah data dan informasi keuangan yang menggamberkan arus
transaksi dari pengeluaran maupun pemasukan vanp”.
Berdasarkan defenisi di atas maka bukti-bukti adalah
merupakan penggambaran dan aktivitas transaksi keuangan yang
difakukan dari satu periode keperiode anggaran selanjutnya
sebagai pedoman pelaksanaan pembukuan
Lebih lanjut Badriawan (1997:43), mengemukakan bahwa
bukti-bukti keuangan dapal berbentuk rekening-rekening yang
dibuat sebagai kontrak atau rekening negatif, dapat juga berbentuk
rekening riel (rekening-rekening aktiva dan persedian anggaran),

Selain itu, buklti-bukti keuangan dapat juga berupa rekening




nominal yang merupakan rekening-rekening pemasukan dana

yang berasal dari berbagai sumber dana

- Klasifikasl

Klasifikasl yang dimaksud pada rancangan ini adalah proses
pemisahan penyusunan laporan keuangan yang berupa jenis-lenis
dokumen dan pencatatan sebelum dijadikan laporan keuangan
yang utuh.

Dalam proses pengklasifikasian  pembuatan laporan
kevangan, pedoman dan tatacara pembukuan (laporan keuangan)
dikerjakan sesuaj umtannum!an sebagal berikut: 1) dokumen
dasar, jurnal, pencatatan dalam buku besar, penyiapan laporan .
Pencatatan

Menurut Badriawan (1997:41) bahwa: "Pencatatan adalah
kegiatan pembukuan yang merupakan pencatatan dari data-data
keuangan ke dalam setiap rekening-rekening dan dibukuhkan
dalam jurnal®.

Jadi dalam pencatatan yang penting diperhatikan adalah
data-data keuangan yang tersedia apakah lengkap sehingpa dapat
dijadikan acuan bagi kebenaran laporan keuangan.

Data pada dasamya adalah kumpulan keterangan yang
diharapkan dapat memberi gambaran tentang suatu keadaan pada

suatu instansi tertentu. Dalam Petunjuk Operasional Penyusunan
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Laporan (1993:21), ‘“data diartikan sebagai sekumpulan

kelerangan yang biaasa memberikan gambaran tentang suatu

keadaan atau permasaiahan®,
Menurut Vencent Gaspersz (1989:13), bahwa "Data adalah

bahan baku yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah

sifat-sifal sebagai informasi®.

Sedangkan Effendy (1989:66) mengemukakan pengertian
data yaitu “Data sebagai bahan mentah yang diproses untuk
menyajikan informasi.

Suatu data yanpg lelah lersusun sedemikian rupa dapat
merupakan informasi penting bagi seseorang yang membutuhkan.
Untuk itu, data senantiasa diformulasikan dengan baik dan benar
sesuai kadar kebuluhannya saat itu sehingga apabila sampai
kepada pihak yang memerlukan dapat dijadikan informasi bagi
tindakan penyebaran selanjuinya.

Menurut Gaspersz (1889:13), bahwa: “Informasi adalah
data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi
sipenerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan
dalam kepentingan-kepentingan yang sekarang dn yang akan
datang.

Dengan demikian informasi dapat diartikan sebagai data

yang diformulasikan atau di bentuk berdasarkan kebutuhan




pemakai, sehingga mempunyai arti atau kegunaan bagi yang
berkepentingan.

Pada kegiatan penyusunan laporan keuangan, data dan
informasi penting agar dapat memberi gambaran sejelas-jelasnya
menyangkut pengelolaan dana. Data dan informasi tersebut
penting karena melalui data dan informasi yang akurat dapat
disusun suatu laporan administrasi keuvangan yang aktual, benar
dn dapal dipertanggungjawabkan.

d. Pertanggungjawaban

Sehubungan dengan pelapaoran keuangan, maka sistem
pertanggungjawaban  harus  dilakukan, khususnya kepada
bendaharawan sehingga diharapkan proses pertanggungjawaban
dapat sesual dengan keadaan pengeluaran maupun pemanfaatan

dana-dana pada setiap tahun anggaran.

B. I{arangka'l{unsaptuai
Berdasarkan masalah pokok dan landasan teor| yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini di bahas
mengenai;
Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai buidi-
bukti keuangan. Bulti-buldi keuangan ini dipakai sebagai dasar untuk

mempertimbangkan kegialan keuangan selanjutnya, sefain ity dipakai




sebagal patokan pencatatan agar pengeluaran maupun pama_suhan
dapat Jelas bentuknya.

Klasifikasi yang dimaksud pada rancangan ini adalah proses
pemisahan penyusunan laporan keuangan yang berupa jenis-jenis
dokumen dan pencatatan sebelum dijadikan laporan keuangan yang
utuh

Dalam pencatatan yang penting diperhatikan adalah data-data
keuangan yang tersedia apakah lengkap sehingga dapat dijadikan acuan
bagi kebenaran laporan kevangan.

Pelaporan keuangan, maka sistem pertanggungjawaban harus
dilakukan, khususnya kepada bendaharawan.

Untuk lebih jelasnya kerangka kopsetual yang digunakan yaitu

sebagai berikut :
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C. Variabel dan Indikator Penelitian

Adapun variabel dalam peneliian

ini yaitu Sistem Pelaporan

Administrasi Keuangan Sekretaniat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan indikator dalam penelitian ini

vailu® bulti-bukti, klasifikasi, pencatatan, pertanggungjawaban.
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BAB IlI
METODE PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Selatan
2. Dasar dan Tipe Penelitian
a. dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei
yang mencoba mengungkapkan tentang kasus yang menghambat
pelaksanaan sistem pelaporan administrasi keuangan di Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi selatan,
b. Tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu fipe penelitian bersifat
deskriptif.
3. Unit Analisa
Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang
menjadi unit analisis adalah seluruh subyek yang kemungkinan dapat
dijadikan cbyek peneiitian seperti aparat (pegawai), prosedur pelaporan,
dan lain-lain.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi, dalam peneiiian ini adalah pegawai sebanyak 75 oarang
yang ada di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sulawesi Selatan.
b. Sampel, dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik sampel

jenu, dimana sampel sebanyak 75 orang.
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5. Defenisi Operasional

Untuk lebih mengarahkan dalam penelitian ini, maka disusun

defenisi operasional sebagai berikut:

Bukti-bukti, adalah hasil dari sejumlah transaksi keuangan baik
menyangkut pembelanjaan/pengeluaran maupun penerimaan
dana dari semua sumber yang dicatat dalam bentuk rekening
sebagai petunjuk dalam pelaksanaan laporan keuangan.
Klasifikasi, adalah kegiatan yang berujuan  untuk
mengelompokkan data dan informasi keuangan sesuai jenis dan
tujuannya guna memudahkan penyusunan laporan keuangan,
Pertanggungjawaban, adalah proses seleksi dan pembenaran
melalui tindakan membandingkan data yang ada dengan data
yang seharusnya uniuk menjamin kebenaran data untuk

penyusunan laporan keuangan.

Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis

gunakan, yaitu:




i Penelfian Pustaka, vailu kegiatan pengumpulan data yang
dilakukan Penulis dengan menelaah beberapa buku bacaan atau
literatur yang erat dengan perihal penelitian,

b. Observasi yailu pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dengan melihat
kondisi yang ada dan berkembang saat itu.

c. Interview (Wawancara), yaitu kegiatan pengumpulan data dengan
tara mengadakan tanya jawab kepada beberapa staf dan
pimpinan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian.

d. Kuesioner (Angket), dilakukan dengan cara membaghkan daftar

pertanyaan kepada responden dalam penefitian,

7. Jenis dan Sumber Data
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil
pengamatan melaui observasi di lapangan dan vang diperoleh
pula dari hasil kuesioner yang bersumber dari responden.
b. Data sekunder yaitu dala yang bersumber dari penelusuran
berbagal sumber kajian yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti, seperti melalui perpustakaan, laporan-laporan hasil

penelitian serta dokumen lainnya.
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8. Teknlk Analisis Data dan Pengukuran
Analisis data yang digunakan dalam penelitian inl adalah

deskriptii dengan menggunakan bilangan persentase dan tabel

frekuensi, dengan alal bantu pengukuran sebagai berikut yaitu:

F
P = X T00%
N
Keterangan: P = Persentase

F = Frekuensi
N = Jumiah Responden
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Visl dan Misi

1. Visi Sekretariat DPRD
Terwujudnya pelayanan yang handal dan profesional dalam
mendukung tugas dan fungsi DFRD sebagai wahana pelaksanaan
demokrasi. Dengan visi tersebut Sekretarlat DPRD sebagai unsur
pelayanan dalam sistem kerja DPRD harus memiliki kemampuan
pelayanan yang handal dan professional baik ditinjau dari aspek

prasarana, sarana dan dana. Personil harus mampu secara kualitas

dan kuantitas yang ditunjang oleh prasarana, sarana dan daya yang
cukup. '
2. Misl Sekretariat DPRD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

a. Peningkatan kemampuan profesionalisme dan kinerja SDM
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam semua bidang
tugas, agar mampu mengemban tugasnya dengn baik.

b. Mengoptimalkan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja dan

sarana transportasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
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¢. Peningkatan kemampuan liquiditas anggaran belanja DPRDE
Provinsi Sulawesi Selatan.
d. Memelihara hubungan yang harmonis SDM Sekretariat DPRD

dengan pimpinan dan anggota-anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan._

B. Struktur Organisasi
Adapun strukdur organisasl Sekretariat DPRD propinsi Sulawest
Selalan, yaitu sebagal berikut:
1. Sekwan
2. Bagian Persidangan
Sub Bagfan Persidangan

Sub Bagian Risalah dan Pelaporan

Sub Bagian Perundang-Undangan
Sub Bagian Komisi dan Panitia
4. Bagian Umum

Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian;

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
Sub Bagian Perjalanan dan Transportasi
Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban

4. Bagian Keuangan

Sub Bagian Anggaran;
Sub Bagian Pembayaran,
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Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban

3. Bagian Kehumasan
Sub Bagian Humas dan Protokal:
Sub Bagian Pengaduan Masyarakat;
Sub Baglan Perpustakaan Penghajian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Kelompok Tenaga Ahli
Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Sekretariat

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada halaman lampiran,

B. Uralan Tugas dan Fungsi
Terkait dengan struktur organisasi yang telah dikemukakan, maka tugas

dari masing-masing komponen organisasi diuraikan sebagai berikut:

1. Sekwan, mempunyai tugas,
» Mengawasi tugas dan tanggung jawab masing-masing kepala
baglan;

» Mengadakan hubungan dengan pemerintah pusal menyangkut

hal-hal aktivitas instansi]

» Secara priodik mengadakan rapat lentang segala masalah yang

dianggap periu,
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> Memustuskan segala sesualu yang menyanghut kelancaran
kegiatan instans!, dan bertanggung jawab terhadap seluruh
akdivitas instansi baik ekstern maupun intern;

2. Kepala Baglan Umum, mempunyai tugas antara lain menyiapkan
fasfitas rapat, fasitas peralanan dinas, pengadaan dan
pemeliharaan gedung/memilih jabatan, kendaraan dan pengadaan
barang-barang kebutuhan DPRD, penataan/pengaturan
keamanan/ketertiban gedung/kantor dan rumah jabalan pimpinan
DFRD, pembinaan dan pengurusan kepegawaian sekretariat DPRD.

4. Kepala Bagian Persldangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris
DPRD dalam menyiapkan rapat-rapat, materi rapat,
masalah/kesimpulan  rapat, produk-produk hokum, koordinasi
peninjauan/kunjungan kerja/studi banding DPRD.

Bagfan Persidangan dalam melaksanakan lugas pokoknya
mempunyai fungsi:
a.  Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Persidangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
b Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan

tugas berjalan lancar
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€. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan.

d. Membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan.

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya.

f. Mengkoordinasikan pembuatan undangan dan daftar hadir rapat
paripurna, rapat pimpinan diperiuas, gabungan komisi, panitia
musyawarah, termasuk panitia anggaran, panitia urusan rumah
tangga, panitia khusus dan panitia-panitia fainnya.

g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Persidangan
dan memberi saran/membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
Bagian Persidangan dan memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk penentuan kebijakan.

Bagian Persidangan terdin dan beberapa Sub Bagian, yaitu: -

a. Sub Bagian Persidangan
Tugas pokok dari Sub Bagian Persidangan, yaitu:

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Persidangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

2} Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan

tugas berjalan lancar.
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3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan.

4) Membuat, mengoreksi dan memarafl naskah dinas untuk
menghindari kesalahan.

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya.

6) Mengkoordinasikan pembuatan undangan dan daftar hadir
rapat paripumna, rapat pimpinan diperiuas, gabungan komisi,
panitia musyawarah, termasuk panitia anggaran, panitia
urusan rumah tangga, panitia khusus dan panitia-panitia
lainnya.

7) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian
Persidangan dan memberi saran/membuat laporan hasil
pelaksanaan tugas sub Bagian Persidangan dan memberi
saran perimbangan kepada pimpinan untuk penentuan
kebijakan.

. Sub Bagian Risalah dan Pelaporan

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Risalah dan
Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan

tugas berjalan lancar.
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3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasl pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang tefah
dan belum dilaksanakan.

4) Membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan.

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya.

6) Mengikuti rapat-rapat DPRD

7) Melakukan pencatatan peimbicaraan dalam setiap rapat DPRD

8) Melakukan perekaman pembicaraan dalam rapat-rapat OPRD

9) Menyusun nsalah resmi sementara/kesimputan rapat-rapat
DPRD.

10) Menginventarisasi, menghimpun/menjilid laporan hasi, kegiatan
DPRD.

11) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Risalah dan
Pelaporan dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan
untuk penentuan kebijakan.

c. Sub Bagian Perundang-Undangan

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perundang-Undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk

pelaksanaan fugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan

tugas hEI‘jE'ﬂH lancar
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3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan

4) Membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan,

3) Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya,

6) Mempersiapkan  peraturan perundang-undangan  yang
dibutuhkan dalam rapal-rapat DPRD.

7) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang
diperfukan untuk kegiatan DPRD.,

8) Menyusun konsep produk hukum dan naskah lainnya.

%) Menginventarisasi, penyimpan dan memelihara peraturan
perundang-undangan dan memberi  saran/perlimbangan
kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan.

10) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perundang-undangan dan memberi saran/membual laporan
hasil pelaksanaan tugas sub Bagian Perundang-Undangan dan

memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk

penenfuan kebfakan,

d. Sub Bagtan Komisi dan Panitia-Panitia

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Komisi dan Panitia-

Panitia sebagal pedoman pelaksanaan fugas.
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2)  Mendistribusikan lugas-lugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan

tugas berjalan lancar

i) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahul tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan.

4) Membuat, mengoreksi dan memarai naskah dinas untuk
menghindari kesalahan.

3)  Mengikuti rapat-rapat sesuai bida ng tugasnya.

6) Mengkoordinir Notulis Fraksi-fraksi, Notulis komisi-komisi dan
petugas panitia-panitia DPRD dalam pelaksanaan tugas.

7) Membual Konsep undangan rapat-rapat komisi dan panitia-
panitia DPRD,

&) Mempersiapkan daftar hadir rapat komisi dan panitia-panitia

DPRD.
9) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Komisi

dan Panitia-Panitia dan memberi saran/membual laporan hasil
pelaksanaan lugas sub Bagian Komisi dan memberi saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan,

4. Kepala Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris

DPRD dalam menyiapkan penyusuran rencana mingguan DPRD dan
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sekretaniat DPRD, mengurus dan menata usaha keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD.

5 Kepala Bagian Kehumasan mempunyal tugas membantu Sekretars
Dewan (Sekwan) DPRD dalam menyiapkan pembinaan masyarakat,
penerimaan aspiras| keprotokolan, perpustakaan dan pengkajian data-
data serta pengelolaan dan penyajian informasi,

D. Keadaan Pegawai
1. Keadaan Pegawai Menurut Pemldidihan
Tabel 1:

Keadaan FPegawai Menurut Pendidikan
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

NO TINGKAT
’ FENDIDIKAN FREKUENSI PERSENTASE
ot Magister ( S2) g8 10
2. Sarjana (S1) 29 33
3. | Sarjana Muda B 10
4, SMU (Sederajat) 27 36
5. SMP 8 10
6. |SD 1 1
100 %
Jumlah 78
L

Sumber : Data sekunder (Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
Februari — Maret 2007}
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Dari data tabel 1 tersebut di atas, menunjukkan, bahwa dalam
pelaksanaan tugas-lugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Selatan, umumnya dilaksanakan oleh
tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebayak 25 orang ( 33 % ) dan tingkat
pendidikan SMU (sederajat ) sebayak 27 orang ( 36 % ) |

2, Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Tabel 2;
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Golongan
Sekretanat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

I No GOLONGAN FREKUENSI | PERSENTASE
1. lfa—iid - -
- lifa —11/d 22 30
. lifa — li/d 46 61
4. Via - IVid T 9
Jumlah 79 100 %

Sumber * Data sekunder (Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
Februari — Maret 2007)

Dari data tabel 2 tersebut di atas menunjukkan, bahwa dalam

pelaksanaan tugas - tugas di sekretarias DPRD Provinsi Sulawesi
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Selatan, umumnya dilaksanakan olah pegawai golongan llifa sampai

dengan Golongan lIl/d sebanyak 48 orang { 61 %),

3. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3:
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No. JENIS KELAMIN FREKUENSI PERSENTASE
1. Perempuan 30 40
8 Laki-taki 45 60

| Jumifah 73 100 %

-k

Sumber : Data sekunder (Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,

Fobruari — Maret 2007)

Dari data tabel 3 tersebut di atas menunjukkan, bahwa dalam

pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan, umumnya dilaksanakan oleh laki-lak yaitu 45 Orang (B0 %).
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BAB VY

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pelaporan Administrasi Keuangan
Sistem pelaporan administrasi keuangan di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari
hasil penelitian, yaitu:
1. Buktl-bukti
Untuk penyusunan laporan administrasi keuangan di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sulawesi Selatan diperlukan  bukti-bukti tertulis mengenai
penggunaan dana maupun pendapatan dan sumber dana
khususnya yang diperoleh dari APBD. Untuk #tu terhadap seluruh
penggunaan dan penerimaan keuangan harus dilkuti dengan bukdi-
bukti yang sah  sehingga dapal dengan mudah dilakukan
pembukuan sesuai dengan besarnya pengeiuaran maupun
penerimaan kas.
Dengan demikian dalam sistern pelaporan administrasi

keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi  Sulawesl Selatan, bukti-bukii dibutuhkan

terhadap pengeluaran dan penerimaan keuangan sehingga dalam
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pelaksanaan  pencatatan dapat dengan mudah dilakukan
pengklasifikasian terhadap dana bersangkutan,

Hasil peneliian yang dilakukan menunjukkan bahwa di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sulawesi Selatan, pengeluaran keuangan senantiasa ditekankan
agar dilampiri dengan bukti-bulkti yang sah, seperti kwitansi, nota,
rekening, faklur SPK. penawaran, berita acara pemeriksaan barang.
Untuk lebih jelasnya mengenal bukti-bulkti terhadap pengeluaran
uang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4

Tanggapan Responden Tentang Bukti-bukti
Transaksi Keuangan

Tt

Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase
A. Selaiu dilakukan 46 61,3
B. Kurang ditakukan 29 38,7
e Tidak dilakukan -
Jumiah 75 1Dﬂ %

Sumber - Data Primer (Hasil Kuesioner Februari - Maret, 2007)

Dari data pada table 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa

responden yang menjawab selalu dilakukan sebayak 46 orang




T

45

(61.3%), kurang dilakukan 29 orang (38,7 %), dan lidak ada
responden yang menjawab tidak pernah dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sefiap
pengeluaran-pengeluaran  yang tlerjadi di  Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, senantiasa

dibarengi dengan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan jumiah dan
jenis pengeluaran yang dilakukan, namun demikian masih ada k
responden yang menjawab Kurang dilakukan. Hal ini menunjukkan E
bahwa masih ada transaksi keuangan yang dilaksanakan tidak
disertai dengan bukfi-bukti yang cukup sehingga dapat memberi
pengaruh yang kurang baik terhadap keakuratan penyusunan

laporan keuangan.

Hasil wawancara dengan Kabag. Keuangan diketahui bahwa

meskipun sudah diupayakan agar seluruh pengeluaran dan transaksi

keuangan yang terjadi untuk mendukung kelancaran tugas pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan, namun masih ada transaksi keuangan tidak didasari atas 1

bukti-bukti yang cukup sehingga mempangaruhi laporan keuangan

yang akan dilakukan. Keadaan ini pada dasamya disebabkan karena

aparal yang melaksanakan t
jumiahnya kecil dan tidak akan mempengaruhi

ransaksi keuangan menganggap bahwa

transaksi yang terjadi

struktur keuangan secard keseluruhan.
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Untuk  melaksanakan transaksi keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi selatan harus

dilakukan sesual dengan prosadur yang dilaksanakan adalah sesuai
dengan peruntukan atau SPJ yang dikeluarkan.

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa bukti-
bukti keuangan dari transaksi yang dilakukan dapat dianggap sudah
sesual dengan SPJ vang dikeluarkan, Hsl ini didukung oleh
tanggapan responden pada table 5 berikut :

dapat dilihal pada tabel 4 berkut ;
Tabel 5:

Tanggapan Responden Tentang Bukti-bukti
Transaksi Keuangan Sesuai SPJ

Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase
A, Sesuai a0 66,7
B. Kurang sesuai 20 . 26T
C. Tidak sesuai 5 6,6
| Jumiah | 76 100 %

Sumber - Data Primer (Hasil Kuesioner Februari— Maret, 2007)

Dari table 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden

yang menjawab sesuai sabanyak 50 orang ( 68,7 %), kurang sesuai

sebayak 20 orang (26,7 %), dan tidak sesuai sebanyak 5 orang

( 6,6 %).

di secrelanat.

T

] A e T

- e
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Dengan demikian dapat disimpuikan bahwa buktibukil atas
ransaksi keuangan yang terjadi di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sudah sesuai dengan SPJ
yang dikeluarkan, namun demikian masih ada responden yang
menjawab kurang sesual sehingga perlu lebih dioptimalkan lagi.

Hasil wawancara dengan Kabag. Keuangan diketahui bahwa
saat inl telah diupayakan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan
keuangan khususnya sistem pelaporan dengan jalan mengharuskan
agar bukti-bukti keuangan sesual dengan SPJ.

Pelaporan yang efektif adalah jika setiap (transaksi
keuangan, bukti-bukti keuangan langsung dicatat dan tidak ditunda
oleh aparat atau pegawai yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya
mengenai ketepatan waktu pencatatan bukfi-bukti transaksi dapat

dilihat pada table § bernkul:

Tabel 6:

Tanggapan Responden Tentang Ketepatan waktu pencatatan
Bukti-bukti Transaksi Keuangan

S Ter s Data Primer (Hasil Kuesioner

Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase
A Tepat waktu 51 B8
Kurang tepat waktu 20 26,7
C. Tidak tepat waktu 4 53
—Jumlah 75 100 %
Februari - Maret, 2007)
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dari data pada table tersebut di atas menunjukkan bahwa
responden yangb menjawab tepat waktu sebanyak 51 orang (B8%),
kurang tepat waktu sebanyak 20 orang(26,7%) dan tidak tepat waktu
sebanyak 4 orang (5,3%)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencatatan
bukti-bukti pada umumnya sudah tepat waktu, meskipun demikian
masih perlu ditingkatkan ketepatan waktunya,

Hasil wawancara dengan Kasubag. Pembukuan dan
Pertanggungjawaban diketahui bahwa jika penyusunan laporan
dikaitkan dengan sistem pelaporan yang baik seharusnya setiap kali
transaksi keuangan berlangsung maka pada saat/hari itu juga segera
dilakukan pencatatan. Hal ini akan dapat mengurangi resiko
kesalahan karena dapat dilakukan pengecekan dengan cepat apabila
ternyata bukti-bukti keuangan tersebul menyimpan dari yang
seharusnya (tidak sah). Kenyataan dilapangan meskipun sebagian
besar bukti-bukti keuangan sudah dicatat tepal, namun masi

terdapat bukti-bukti keuangan yang tertunda pencatatannya sehingga

dapat bagi pihak lain yang tidak bertanggungiawab untuk

mempermainkan bukti-bukti keuangan tersebut guna kepentingan

pribadi.

=
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Dengan demikian pencatatan atas bukti-bukti keuangan

yang ada pencatatannya masih kurang tepat waktu, karena ada
sgjumiah bukti-bukti keuangan dari hasil transaksi yang dilakukan

dicatat 1 sampai 3 hari sesudahnya. Hal ini akan mempengaruhi

efektivias pelaporan yang diselenggarakan.

Fengamatan yang dilakukan juga memperiihatkan bahwa
terjadinya keterlambatan terhadap pencatatan bukfi-bukii keuangan
disebabkan oleh ketidakseriusan pelaksana untuk segera
menyampaikan bukti-bukli tersebut sehingga bagian keuangan juga
terlambat.

Kelemahan-kelemahan seperti yang telah dikemukakan di
atas akan dapat menyebabkan penyusunan laporan keuangan
menggunakan bukti-bukti keuangan yang fidak sesuai dengan

transaksi keuangan yang seharusnya. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 7 berkut:




Tabel 7:

Tanggapan Fiespnqdan Tentang Ketepatan wakty pencatatan
Bukti-bukti Transaksi Keuangan

Alternatif Parnyataan Frekuensi Persentase
A, Tepat wakiu 51 68
B. Kurang tepat waktu 20 26,7
C. Tidak tepat waktu 4 5,3
i Jumiah (£ 100 %-

Sumber : Data Primer (Hasil Kuesioner Februari — Maret, 2007)

Dari table 7 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden
yang menjawab selalu sebayak 5 orang (6,7%), kadang-kadang
sebanyak 49 orang (65,3%), dan tidak pemnah sebanyak 21 orang
(28%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaporan

keuangan masin terdapat bukti-bukti keuangan yang akural.

Klasifikasi
iatan klasifikasi adalah merupakan kegiatan seleksi data

sah dan disatukan serta ditempatkan pada

Keg

keuangan kemudian di pi
jenis data keuangan yang sesual jenis pada pencatatan yang akan

dilakukan selanjutnya.
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Pelaksananaan kiasifikasi alas bukti-bukti pengeluran di

Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan di lakukan oleh bagian pencatatanizgenda yang bertujuan
untuk melaksanakan pembetutan terhadap data-data keuangan
yang sudah dihimpun namun kurang sesuai dengan bukti-bulkdi
keuangan yang seharusnya.

Kegiatan klasifikasi penting dilakukan karena dengan
klasifikasi yang baik dapal memudahkan penyusunan laporan,
selain itu juga akan dapat dikelahui dengan cepal apabila data-
data keuangan yang merupakan hasil dari pengeluaran atau
transaksi kurang sesuai dengan bukti keuangan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwaa

pelaksanaan klasifikasi data sudah dilaksanakan dengan baik

namun periu lebih dioptimalkan. Hal ini juga didukung oleh

tanggapan respenden seperti pada tabel 8 berikut:



i Tabel 8:
ggﬁpan Responden Tentang Pelaksanaan Klasifikasi Data
euangan Untuk Penyusunan Laporan Keuangan

| Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase
A Dilaksanakan 51 68 :
B. Kurang dilaksanakan 20 26,7
C. Tidak dilaksanakan 4 53
Jumlah Fi 100 %

Sumber : Data Primer (Hasil Kuesioner Februari - Maret, 2007)

Dari data tabel 8 tersebut di atas menunjukkan bahwa
responden yang menjawab telah dilaksanakan sebanyak 51 orang

(68%), kurang dilaksanakan 20 orang (26,7%) dan tidak ada

responden yang menjawab tidak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan

bahwa secara umum pelaksanaan klasifikasi data keuangan sudah

dilaksanakan.

Dari wawancara dengan Kasubag. Pembukuan dan

Pertanggungjawaban diketahui bahwa kegiatan klasifikasi data selalu

gian pEnﬂatatarH'aanda. mengingat kegiatan ini
ari rangkaian keglatan penyusunan

erwakilan Rakyal Daerah

dilaksanakan oleh ba

merupakan kegiatan penting d
di Sekretariat pewan P

laporan keuangan
p ggiatan klasifikasi data bertujuan agar

Provinsi Sulawes galatan. K

dari hasll transaksi yand sudah dilakukan untuk
n

bukti-bukti keuanga
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mendukung tugas pokak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dpat

leblh mudah diketahyi jenis dan sifatnya (apakah pengeluaran

tersebut merupakan pengeluaran rutin atay jenis pengelvaran lain
yang dapat dikelahui dari =pJ dan pencocokan bukdi-bukti

keuangan yang ada) sehingga lebih memudaahkan untuk

melaksanakan penyusunan laporan keuangan,

Tujuan pelaksanaan klasifikasi data adalah agar diperaleh
suatu pengelolaan data keuangan yang tepat sehingga lebih
memmudahkan penyusunan laporan keuangan juga bertujuan

untuk untuk mengetahui kebenaran data keuangan sesuai dengan

bukti-bukti terfampir.
Bukfi-bulkti yang digunakan sebagai bahan

pengklasifikasian di Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

a. Kwitansi pembayaran

b. Nota pesanan (SPK)

c. Faktur

d. Penawaran

e, Persetujuan penawaran

barang/pemeriksaan barang

{ Berita acara serah terima

g. TDR/sertifikasi.




SE‘TﬁUﬂ b b i

atas adalah
alah merupakan dasar dari pelaksanaan pengklasifik
asifikasian

dimana seti '
setiap unsure di atur dan disesuaikan dengan klssifikasi

bukti-bukti di atas.

Oari  pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa
pelaksanaan klasifikasi data masih kurang menghasilkan
pengelompokan data keuangan yang baik, karena masih terdapat
data-data yang kurang sesuai dengan jenis dan sifatnya pada
pelaksanaannya. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang
ini, dapat dikemukakan pada tabel 9 berikut |

Tabel 9:

Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Data Keuangan
Pada Pelaksanaan Klasifikasi

Alternatif Pernyataan Frekuensi | Persentase
A Akurat 25 33.3
B. Kurang akurat 50 66,7
C. Tidak akurat - E -
L N P
Jumilah 75 100 %
~ioner Februa ari — Maret, 2007)

Sumber - Data Primer (Hasil Kuesl
ebut di atas menunjukka

k 25 crang {33.3%1. kurang akurat

Dari tabel 8 ters n hahwa responden
ari

yang menjawab akurat sebanya

(66.7%), dan fidak 3d R pomite 8

sehanyak 50 orand

menjawab tidak akurat.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam
pengelolaan data keuangan pada pelaksanaan klasifikasi belum
dilaksanakan secara akurat Kurang akurat karena pelaksanaan
klasifikasi masih kurang mampu menghasitkan pengelompokan
secara balk dan sesuai dengan jenis dan sifat-sifat data keuangan

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag.
Anggaran diketahui bahwa meskipun selama ini telah diupayakan
kegiatan klasifikasi data yang akurat dalam arti hasil pelaksanaan
pendataan sudah terkelompok baik, tetapi masih ada data-data
keuangan yang belum dikelompokan tidak sesuai dengan sifal dan
jenisnya. Hal ini tentu akan menghambat pelaksanaan dan
penyusunan laporan keuangan, karena kurang sesuainya

pengelompokan atas data keuangan akan meperiambat mekanisme

penyusunan laporan keuangan.

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan

sebelumnya bahwa sefain tujuan klasifikasi data adalah- untuk

mengelompokkan data keuangan sehingga sesuai dengan sifat dan

jenisnya, maka tujuan kiasifikasi data untuk mengetahui data-data

yang tidak sesuai dengan bukti keuangan (seleksi).



Dari pengamatan yang dilakukan, fungsi kiasifikasi data

sebagai seleksi data apakah sesyai dengan bukti keuangan atau

tidak, sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih jelasnya
tergambar pada tabel 10 berikut:

Tabel 10:
Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Seleksi
Terhadap Kiasifikasi Data

Alternatif Permyataan Frekuensi Persantase
A Berfungsi 51 68
B. Kurang berfungsi 24 32
C. Tidak berfungsi - -
Jumlah 75 100 %

Sumber - Data Primer (Hasil Kuesioner Februari— Maret, 2007)

Dari tabel 10 tersebut di atas menunjukkan bahwa

responden yang menjawab berfungsi sebanyak 51 orang {68%),

kurang berfungsi sabanyak 24 orang (32%), dan tidak ada responden

yang menjawab tidak berfungsi.

=
Dengan demikian dapat disimpuban hahwa sebaglan besar

gapan behwa pelaksanaan fungsi seleksi

memberi tangd _
ki yang dilaksanakan di

klasifikasi data keuangan

pada kegiatan h
rwakilan Rakyat Daera

Provinsi Sulawesi
sekretariat Dewan Pe

n baik.
Selatan sudah difungsikan deng?d
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Dari wawancara dengan Kasubag. Pembayaran diketahyi

bahwa selama inj Pelaksanaan klasifikasi adajap agar dapat

diketahui data-datg yang didistribusikan oleh unit kerja aakurat dan

sesual  dengan  bukti-bukdi Keuangan. Untuk ity dalam
pelaksanaan klasifikasi data Kelangan sangat sering ditemui data-
data keuangan yang didistribusikan dari unit kerja kurang sesuai
dengan bukti-bukt keuangannya sehingga harus dikembalikan ke
unit kerja vyang bersangkulan untuk direvisi kembali agar

mendapatkan data keuangan yang benar-benar valid dan aktual,

Dari pengamatan yang dilakukan terlihat hahwa klasifikasi

data sudah mampu mewujudkan fungsi seleks| karena dalam

klasifikasi data dengan cepat akan ditemukan apabila hukti-bukti

keuangan yang dihasilkan tidak sesual dengan bukti-buld

keuangan yang diajukan atau tidak sesual denganSPP, SKO alau

SPMU.

| hui bahwa
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketa

dilakukan sudah
pada dasarnya klasifikasi data keuangan yang
i iat Dewan Perwakilan
mendukung laporan keuangan di Sekretariat
lebih jelasnya
D h Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk
Rakyat Daera

t
dapat dillhat pada tabel 11 berik!



Tabetl 11:
Tanggapan Responden Tentang Dukungan Klasifikasi Terhadap
Penyusunan Laporan Keuangan

Aitentlatif Pernyataan Frekuensi Persentase
A, Mendukung 58 7.3
B. | Kurang mendukung 17 227
. Tidak mendukung - -
Jumlah 76 - 100 %

Sumber : Data Primer (Hasil Kuesioner Februari— Hﬁr&l. 2007)

Dari tabel 11tersebut di atas menunjukkan bahwa responden
yang menjawab mendukung sebanyak 58 orang (77,3%), Kurang
mendukung sebanyak 17 arang (22,7%), dan tidak ada responden
yvang menjawab tidak mendukung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
klasifikasi data di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendukung penyusunan laporan
keuangan. Mendukung karena telah memberi konstribusi dan
memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Wawancara dengan Kabag. Keuangan mempertegas hal
tersebut di atas, karena selama ini klasifikasi data yang dilaksanakan
sudah mendukung penyusunan laporan keuangan

pada dasarnya

karena telah memberi konstribusi terhadap kemudahan - kemudahan



dan percepatan pengelolaan data sehingga dalam enyusun laporan
keuangan dapat dilaksanakan dengan cepat.

Selain  itu  dengan pengklasifikasian  data, proses
pengeluaran wang melalui penerbitan SPP, SKO. dan SPMU dapat
direalisir dengan baik.

Pencatatan

Proses  pelaporan  keuangan  selanjutnya  adalah
melaksanakan pencatatan. Pada sistem pelaporan keuangan di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan, pencatatan dilaksanakan dua kali, yaitu pencatatan terhadap
data keuangan yang sudah diklasifikasikan dan pencatatan terhadap
laporan keuangan secara umum. Fungsi pencatatan ini dilaksanakan
pada bagian pencatatan/agenda setelah dilaksanakn klasifikasi data
sehingga kelayakan laporan keuangan dapat
dipertanggungjawabkan,

Dari pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa
pelaksanaan pencatatan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini

didukung oleh tanggapan respanden sebagaimana tergambar pada

tabel 12 berikut :
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Tabel 12:

Tanggapan Respanden Tentang Pelaksanaan Pencatatan unu
Penyusunan Laporan Keuangan

Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase
A Dilakukan 65 86,7
E. Kurang dilakukan 10 13.3
C. Tidak dilakukan - -
Jumiah 75 100 %

Sumber : Data Primer (Hasil Kuesioner Februari — Maret, 2007)

Dari tabel 12 tersebut di atas menunjukkan bahwa
responden yang menjawab dilakukan sebanyak 65 orang (B8,7%),
Kurang dilakukan sebanyak 10 orang (13.3%), dan tidak ada
responden yang menjawab tidak dilakuakn,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pencatatan penyusunan laporan keuangan di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah
dilakukan.

Hasil wawancara dengan Kabag. Keuangan mendukung
pernyataan responden di atas karena pelaksanaan pencatatan yang
menjadi tanggungjawab atasan langsung sudah dilaksanakan sesuai

dengan fungsinya. Pencatatan yang dilaksanakan bertujuan agar

data keuangan yang sudah dikumpul benar-benar mencerminkan
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arus keuangan dan keadaan keuangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode
berjalan sehingga dapat mendukung pelaksanaan dan aperasional
tugas-tugas anggota dewan.

Dari pengamatan yang dilakukan, diketahui pula bahwa
belum seluruh data keuangan yang sudah diklasifikasi dilakukan
pancatatan kembali, sehingga pada tahap ini, adakalanya data
keuangan masih ada yang tidak sesuai dengan bukti-bukti keuangan
yang benar.

Mengenai hal ini tar ggapan responden dikemukakan pada
tabel 13 berikut:

Tabel 13:

Tanggapan Responden Tentang Pencatatan Terhadap Data
Keuangan Yang Sudah Diklasifikasi

Alternatif Pemyataan Frekuensi Persentase
A, Dilakukan 60 80
B. Kurang dilakukan 15 20
C. Tidak dilakukan - &
Jumiah 75 100 %

Sumber : Data Primer (Hasil Kuesioner Februari — Maret, 2007)

Dari tabel 13tersebut di atas menunjukkan bahwa responden

yang menjawab dilakukan sebanyak 60 orang ( 80 % ), kurang
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dilakukan sebanya 15 orang (20%), dan fidak ada responden yang

menjawab tidak dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya
yang sudah diklasifikasi dilakukan pencatatan. Meskipun masih
belum semua data yang sudah dikiasifikasi ditakukan pencatatan,

Menurut wawancara dengan Kasubag, Pembukuan dan
F‘ertanggungjm-.-ahan, selama ini tidak seluruh data yang sudah
diklasifiasi memeriukan pencatatan dari atasan langsung, dengan
sebagai pertimbangan, yaitu:

1. Data yang sudah diklasifikasi dianggap sudah final dan
kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak perlu
lagi pencatatan ulang, seperti daia klasifikasi biaya-biaya dan
pendapatan.

2. Atasan langsung menganggap data yang sudah dikiasifikasi
sudah akurat dan valid sehingga dapat langsung digunakan
dalam penyusunan laporan,

Selain pencatatan data terhadap kiasifikasi data, maka
pencatatan juga dilakukan terhadap hasil penyusunan laporan
keuangan. Dari pengamatan yang dilakukan, diketahui pencatatan

selalu dilakukan terhadap hasil laporan keuangan yang sudah

disusun.



63

Tanggapan responden lentang tersebut, dapat dilihat pada

tabel 14 berikut:

Tabel 14:

Tanggapan Responden Tentang Pencatatan Terhadap
Data Laporan Keuangan

Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase
| A, Dilakukan 66 88
! B, Kurang dilakukan g 12
G. Tidak dilakukan - -
Jumiah 75 100 %

Sumber : Data Primer {Hasil Kuesioner Februari — Maret, 2007)

Dari tabel 14 tersebut di atas menunjukkan bahwa
responden yang menjawab dilakukan sebanyak 686 orang ( 88
% ), kurang dilakukan sebanyak 9 orang (12 %), dan tidak ada
responden yang menjawab tidak dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya
pencatatan terhadap data keuangan sudah dilakukan di Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara dengan Kabag. Keuangan diketahui bahwa

pada dasarnya pelaksanaan pencatatan terhadap laporan keuangan

mutlak diperiukan, karena keabsahan laporan keuangan  sangat

tergantung dari hasll pencatatan yang dilakukan oleh bendaharawan.



Apabila dalam pencatatan yang dilakukan ditemukan ada data-data
keuangan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan data keuangan
yang sudah ada, maka laporan keuangan tersebut dilolak dan
dikembalikan untuk direvisi  ulang sehingga benar-benar
menderminkan arus keuangan di secretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode berjalan.

Dengan demikian, pencalatan pada hasil penyusunan
laporan bertujuan agar laporan yang disusun benar-benar dapat
menjadi informasi yang akural dan valis bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, selain itu bertujuan agar hasil penyusunan laporan
tersebut dapat mencerminkan keadaan keuangan pada periode
bersangkutan sehingga jika keadaan keuangan kurang baik atau
tidak menguntungkan, dapat segera diambil langkah-langkah
perbaikan sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pokok  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada
dasamya pelaksanaan pencatatan sudah dilakukan secara efektif

namun masih perlu lebih dioptimalkan lagi. Hal ini juga tergambar

pada tanggapan responden seperti tabel 15 berikut:



Tabel 15:
Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Pelaksanaan
Pencatatan Keuangan

fﬁal‘natif 1 Pmﬁyataai Frekuensi Persentase
A, Efektif 52 69.3
B. Kurang efektif 23 30,7
C. Tidak efektif - "
Jumiah ]: 75 100 %

Sumber : Data Primer {Hasil Kuesioner Februari - Maret, 2007)

Dari tabel 15 tersebut di atas menunjukkan bahwa
responden  yang menjawab  Efeklif sebanyak 52 ocrang
(69,3%), kurang efektif sebanyak 23 orang (30,7 %), dan tidak ada
responden yang menjawab tidak efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
'eualuasi terhadap laporan keuangan khususnya pencatatan
klasifikasi data masih perlu ditingkatkan lagi seefektif mungkin,
karena belum seluruh hasil klasfifikasi data dilakukan pen_catatan
kemnbali di bagian pembukuan atau bagian pencatatan.

Dari uraian di atas dapat juga dikatakan bahwa pelaksanaan
pencatatan pada dasamya sudah mendukung terselenggaranya

pelaporan yang baik dan tepat waktu, seperti terungkap pada tabel

16 berikut:



Tabel 16:
- Tanggapan Responden Tentang Dukungan Pencatatan Terhadap
Penyusunan Laporan Keuangan

Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase
A. Mendukung 58 7.3
B. Kurang mendukung 17 227
G Tidak mendukung 1| =
Jumlah | 100 %

= L
Sumber : Data Primer (Hasil Kuesioner Februari — Maret, 2007)

Cari tabel 16 tersebut di atas menunjukkan bahwa
responden yang menjawab mendukung sebanyak 58 orang
(77.3%), kurang mendukung sebanyak 17 orang (22,7 %), dan
tidak ada responden yang menjawab tidak mendukung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pencatatan mendukung efektivitas pelaksanaan dan penyusunan
laporan keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, karena dengan pencatatan selain dapat
diketahul kekurangan penyusunan laporan maka dengan pencatatan

dapat juga mendukung kecepatan dan percepatan penyusunan

laporan
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4. Pertanggungjawaban

Sistem administrasi pelaporan keuangan selanjutnya di
Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daeiah Provinsi Sulawesi
Selatan adalah pertanggung jawaban, Fertanggung jawaban erat
kaitrannya dengan pengawasan karena melalui pengawasan yang
baik pertanggungiawaban dapal dilaksanakan dengan tepatl ﬁlﬂu.
Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap
administrasi pelaporan sejak pendataan, klasifikasi, penyusunan
iaporan, dan perlanggungjavwabannya.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis mempertihatian
bahwa ada beberapa tahap pengawasan yang belum dilaksanakan
dengan baik sehingga mempengaruhi efekdivitas penyusunan
laporan. Salah satu pelaksanaan pengawasan yang belum
berjalan dengan baik adalah pengawasan terhadap pengumpulan

data keuangan. Hal ini juga terungkap pada tabel 17 berikut:



Tabel 17:
Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap
Pengumpulan Data Keuangan

Alternatif | Pernyataan -J Frekuensi FPersentase
A, Dilakukan 28 347 g
B. Kurang dilakukan 43 57,3
C. Tidak dilakukan . B 8
Jumlah 75 100 %

Sumber : Data Primer (Hasil Kuesioner Februari— Maret, 2007)

Dari tabel 17 tersebut di atas menunjukkan bahwa
responden yang menjawab  dilakukan sebanyak 26 orang
(34,7%), kurang dilakukan sebanyak 43 orang (57,3 %), dan tidak
dilakukan sebanyak 6 orang (8%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan masih belum
dilakukan sepenuhnya sehingga mempengaruhi keakuratan data
yang dikumpulkan.

Dari wawancara dengan responden diketahul bahwa pada
pelaksanaan pendataan cenderung atasan langsung kurang terlibat
di dalamnya, sehingga praktis fungsi pengawasan kurang berjalan
pada tahap pangumpulan data, Kurang keterlibatan atasan langsung

pada proses pelaksanaan pendataan disebabkan karena beberapa

factor, yaitu :
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1. Dalam pelaksanaannya sudah ada pegawai yang berfugas untuk
pengumpulan data-data keuangan.

2. Kelerbatasan waktu atasan langsung untuk melibatkan diri dalam
proses pengumpulan data.

Selain pengawasan terhadap pengumpulan data yang masih
kurang, dari pengamatan yang dilakukan nampak pula bahwa
pengawasan terhadap pengklasificasian data belum berjalan dengan
baik. Mempertegas hal tersebut dapat dilihat pada tabel 18 berikut;

Tabel 18:

Tanggapan Respenden Tentang Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan K'asifikasi Data Keuangan

Alternatif Pemyataan Frekuensi Persentase
A Dilakukan 23 307
B. | Kurang dilakukan 45 B0
G Tidak dilakukan T 9.3
Jumlah 75 100 %

Sumber : Data Primer (Hasil Kuesioner Februari — Maret, 2007)

Dari tabel 18 tersebut di atas menunjukkan bahwa
responden yang  menjawab  dilakukan sebanyak 23 orang

(30,7%), kurang dilakukan sebaryak 45 orang (60 %), dan tidak

dilakukan sebanyak 7 orang (9.3%).
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pengawasan terhadap klasifikasi data keuangan kurang dilakukan.
Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengawasan terhadap
klasifikasi data belum dilakukan dengan baik oleh atasan langsung.

Dari wawancara vyang dilakukan dengan beberapa
responden diketahul bahwa selama ini pengawasan atasan langsung
terhadap kegiatan klasifikasi data belum dapat dilaksanakan dengan
baik dan efektif sehingga dalam kenyataannya masih sering dijumpai
adanya kekeliruan dalam pengklasifikasian data. Pengawasan atasan
langsung dalam pengklasifikasian data adalah dalam bentuk
pengarahan, bimbingan dan petunjuk pada pegawai sehingga dalam
pengklasifikasian data dapat dilakukan secara benar, efekiif dan
efesien sehingga mendukung pelaksanaan penyusunan laporan

administrasi keuangan yang dilaksanakan di Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
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1. Faktor-faktor Penghambat

Dari uraian yang sebelumnya, teriihat hahwa sistem pelaporan
administrasi  keuangan di Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa bukti-buidi, klasifikast,
pencatatan, dan pertanggungjawaban masih belum efektif dan efisién

karena sejumiah faktor penghambat, yaitu:
1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan sistem pelaporan keuangan yang

efeltif sehingga mampu mendukung tugas pokok Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi dalam

arti memiliki kemampuan yang baik untuk melaksanakan tugas-

fugas pokoknya,

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa salah saty

hambatan dalam mmewujudkan sistem pelaporan administrasi

keuangan di Sekretariai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan adalah Sumber Daya Manusia (SDM)

vang belum memiliki kemampuan yang baik sepert yang

diharapkan meskipun selama ini sistem Pelaporan administrasi
sudah berjalan. Hal inj disebabkan karena spm yang terlibat
dalam sistem pelaporan administrasi keuangan tersebut kurang
didukung oleh latar belakang pendidikan forma.

Dari tingkat
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pendidikan formal, SDM vang dilibatkan sebagian besar hanya
sefingkat SMU, sedangkan yang sarjana jurusannya tidak sesuai
dengan tuga spokok dalam sistem pelaporan administrsi keuangan
(seharusnya jurusan ekonomi, namun kenyataan lebih banyak
jurusan sosial).

Selain hal tersebul di atas, sampai saat ini kurang
diupayakan untuk meningkatkan SDM melalul peningkatan
pendidikan maupun kursus-kursus sehubungan dengan tugas
pokoknya sehingga SDM lidak berkembang dalam pelaksanaan

tugas pokoknya

. Sarana dan Prasarana

Selain  sumber daya manusia, faktor lain yang
mempengaruhi  sistem pelaporan administrasi keuangan  di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsi Sulawesi
<elatan adalah sarana dan prasarana.

Dari pengamatan nampak bahwa sarana dan prasarana
pendukung pengelolaan sistem pelaporan keuangan yang tersedia
saat ini masih kurang mendukung efektivitas pengelolaan yang
hendak diwujudkan, meskipun saat ini sudah tersedia prasarana
berupa komputer, mesin ketik, dan prasaran pendukung lainnya,
namun jika dilihat dari beban kerja pengelvlaan keuangan, sarana

dan prasarana yang sudah ada saat ini masih kurang cukup.
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Seharusnya pada setiap unit kerja yang mengelola
keuangan sekurang-kurangnya tersedia 3 buah komputer karena
masing-masing memiliki bagian yang berbeda dalam setiap
kegiatan pelaporan keuangan, namun saat ini hanya tersedia 2
buah komputer di tiap unti kerja sehingga keterlambatan sering
lidak dapat dihindari,

Dari pengamatan terfihat bahwa kurangnya sarana berupa
komputer pada pengelolaan sistem pelaporan administrasi

kewangan menyebabkan laporan tidak dapat disusun secara tepat,

efeltif dan efisien
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sistemn pelaporan administrasi keuangan di Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

a) Bukti-bukti keuangan sebagai salah satu elemen penting periu

b}

c)

dioptimalkan ketersediaannya khususnya dalam hal kecocokan
bukti-bukti keuangan dengan penerbitan SKO, maupun SPMU
sehingga memudahkan penyusunan laporan yang efektif dan
efisien,

Klasifikasi data keuangan meskipun sudah dilaksanakan, namun
belum optimal, karena masih ada data yang diklasifikasi kurang
sesual dengan data-data keuangan di lapangan, selain itu juga
kurang sesual dengan jenis dan perkiraan pemanfaatan dana
sehingga dapat sepenuhnya menjadi patokan pelaksanaan
penyusunan laporan yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan pencatatan terhadap bukti-bukti keuangan sudah
berjalan namun masih perlu lebih ditingkatkan khususnya terhadap
ketepatan waktu pencatatan yang sering tertunda dan tidak sesuai

dengan rencana yang sudah disusun.
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d) Pertanggungjawaban belum dilaksanakan dengan baik dan optimal,
karena pertanggungjawaban sering dilakukan melampaui batas
waktu ketentuan (dibawah tanggal 10 bulan bedalan). Hal ini
disebabkan karena pelaporan sering dikembalikan karena tidak
sesuai dengan bukti-bukti keuangan yang ada.

2. Faktor-faktor penghambal terhadap sistem pelaporan administrasi
keuangan di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, vyaitu berupa SDM  vyang masih kurang
kemampuannya dalam melaksanakan tugas pokok, serta sarana dan

prasarana yang belum mencukupi kebutuhan,

B. Saran

1. Agar bukti-bukti keuangan dapat dijadikan pedoman yang akurat dan
valid guna penyusunan laporan, maka sebaiknya dalam semua bukti-
bukti keuangan sebelum diteruskan ke Sub Bagian Pembayaran untuk
pencatatan terlebih dahulu diteliti di Sub Bagian Pembukuan dan
Pertanggungjawaban agar dapat diperloleh gambaran kesesuaian
antara SKO, SPMU maupun permintaan rekanan dengan bukti-bukti
keuangan yang dilampirkan.

2. Sebaiknya klasifikasi data dilakukan jika dianggap bukti-bukti yang

diajukan sudah direvisi dan sudah diteliti secara seksama aktualitasnya
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dan kevalidannya sehingga kisifikasi data tidak dilakukan secara
berulang-ulang karena kekeliruan menempatkan bukti-bukti keuangan.
. Agar mendukung ketepatan dan efektivitas penyusunan laporan ada
baiknya pencatatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sehingga

diharapkan pelaksanaan pencatatan tidak tertunda atau ditunda-tunda.
- Agar pelaksanaan pertanggungjawaban dapat diupayakan tepat waktu
sebelum batas waktu pengajuan pelaporan keuangan,

- Meningkatkan kemampuan SDM melalui diklat dan Kursus-kursus

sesual bidang tugas sera melengkapi sarana dan prasarana

khususnya komputer sesuai dengan kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Admosudirjo, Prajudi, S. 1992 Dasar-dasar Office Manajemen. Jakarta,
Amirin, Tatang M. 1870, Pokok-pokok Teori Sistern, Alfabeta, Bandung.
Badriawan, Zaki, 1987 Intermidiale Ac-::ﬂum.f.rrg, FE, UGM, Yogyakarta

Chozanah, 1984 Manaeimen Personalia, Erlangga Jakarta,

Hadari, Nawawi, 1992 Fengawasan Melkekal di Lingkungan Aparatur
Pemerintaf, Erlangga, Jakara.

Handayaningrat, Soewarno, 1889 Administrasi Pemerintah  Datam
Pembangunan Nasional Gunung Agung Jakarta

Handoko T Hani. 1908 Manajeman Personalia dan Sumber Daya
Manusia, BPFE, Edisi Kedua, Jakarta ;

Hasibuan, Malayy s.p, 1887, Manajemen Sumber Daya Manusia,
(Gunung Agung, Jakarta,

Mardiasmo, 1999 Pengantar Manajemen Keuangan, Mandar Maiju,
Bandung.

Moekijat, 1989 Maniajeimen Sumbear Daya Manusia, Balaj Pustaka,
Jakarta.

Munawir, 1995 Sistem Pelaporan Kevangan, Fakultas Ekonomi, UG,
Yogyakarta.

Musanet, 1083 Manafernen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung
Jakarta.

Sarwolo, 1992, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia
Indonesia, Jakarta,



18

Siagian. 5.P. 1888. Teknik Menumbubkan dan Memelihara Perilaky
Organisasi, Gunung Agung Jakarta,

-, 1997 Filsafat Asministrasi, Gunung Agung, Jakarta
soekemno, 1986, Pengantar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta,
Sugyono, 1984 Metade Peneltian Administrasi Alfabeta, Bandung.

Sutarte, 1998, Manajermen Sumber Daya Manusia, PT. Gunung Agung,
Jakarta,

Syamsl, Ibnu, 1994 Sistem dan Prosedur Kerja, Bina Aksara, Jakarta

The Liang Gie, 1981, Ensiklopedi Adiminisirasi Gunung Agung, Jakarta.

Winardi, 2000. Sister Pengendalian Manajemen, Balai Pustaka, Jakarta,

Dokumen:

Ketetapan MPR Nomor I

MPR/ 1585 Tentang Garjs-Garis Besar
Negara (GBHM)

Haluan
Surat Menter] Keuangan Rl Nomor

SADME-011/1884 Tanggal 4 Apr
1984 Laporan Fertangaun . &

Yawaban Keuangen Fokok,

Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



